
No.1690, 2014 KEMENDIKBUD. Pendidikan Khusus.
Kurikulum.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 157 TAHUN 2014

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77O ayat (2),
Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3),
dan Pasal 77I ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
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tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun
2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta Didik Berkelainan adalah peserta didik berkebutuhan khusus
yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
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2. Kurikulum Pendidikan Reguler adalah Kurikulum PAUD, Kurikulum
SD/MI, Kurikulum SMP/MTs, Kurikulum SMA/MA, dan Kurikulum
SMK/MAK.

3. Kurikulum Pendidikan Khusus adalah kurikulum bagi peserta didik
berkelainan atau berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan
pada satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan reguler di
kelas khusus.

Pasal 2

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi:

a. peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yaitu yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
dan/atau

b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa.

Pasal 3

(1) Pendidikan khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

(2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
sesuai kemampuannya.

(3) Pendidikan khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karenamemiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

(4) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa
mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual,
intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan
lainnya.

Pasal 4

(1) Peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus terdiri atas
peserta didik yang:

a. tunanetra;

b. tunarungu;

c. tunawicara;
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d. tunagrahita;

e. tunadaksa;

f. tunalaras;

g. berkesulitan belajar;

h. lamban belajar;

i. autis;

j. memiliki gangguan motorik;

k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat
adiktif lain; dan

l. memiliki kelainan lain.

(2) Kelainan atau kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
kelainanatau kebutuhan khusus, yang disebut tunaganda.

Pasal 5

(1) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau satuan
pendidikan reguler pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

(2) Satuan pendidikan khusus jalur formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi TKLB/RALB, SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB,
SMALB/MALB, SMKLB/MAKLB.

(3) Satuan Pendidikan Reguler jalur formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau
bentuk lain yang sederajat.

(4) Satuan pendidikan khusus jalur nonformal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta
satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan
sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja,
usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.

(6) Penyelenggaraan pendidikan khususbagi peserta didik berkelainan
atau berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kelas biasadan/atau
kelas khusus.


